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MOTTO

. "Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya
menemukanmu." - Abi bin Abi Thalib

. "Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi, tetapi
jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih
baik." - Bambang Pamungkas

. “Saya bisa menerima kegagalan, tapi saya tidak bisa menerima
segala hal yang tak pernah diusahakan." - Michael Jordan

. "Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah
keselamatanmu, boleh jadi tertundanya pernikahanmu adalah
suatu keberkahan." - Quraish Shihab

. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu
kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”
- QS Ar Rad 11.

. “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.” - QS Al Baqarah 286.

. “Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan
sabar.” - Umar bin Khattab.

. “Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat
jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.” - Ralph Waldo
Emerson.

. “Tetaplah berusaha jangan takut untuk mencoba, karena pada
dasarnya kesuksesan berawal dari kegagalan.” - Arya Werdana.

10. “Pendidikan bukan tentang mengenai mengisi wadah yang

kosong, tapi pendidikan merupakan proses untuk menyalakan
api pikiran.”- B.Yeats.
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ABSTRAK
Optimalisai Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap
Aset Daerah (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi Bengkulu
Perspektif Siyasah Dusturiyyah). Arya Werdana NIM. 1611150037

Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap
asset Daerah mess pemda Provinsi Bengkulu yang terbengkalai,
dalam menjalankan perannya Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakui
bagian asset melakukan bebebrapa tahapan penyelesaian terhadap
asset pemda yang terbengkalai yaitu: Pengadaan asset/barang
milik daerah, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran,
pemanfaatan barang milik daerah, Pinjam Pakai, Kerjasama
Pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna,
Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, pengapusan
barang milik daerah, pemindahantanganan barang milik daerah,
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah,
Tuntutan Ganti Rugi. Dalam penelitian ini, BPKD Provinsi
Bengkulu dengan segala kewenangannya dianalogikan dengan
sulthah al-Tanfiziyah yang berwenang membuat kebijakan demi
kemaslahatan masyarakat. Di samping menciptakan kemaslahatan,
BPKD dalam pengelolaan asset terbengkalai dan jauh dari
kerusakan meskipun tidak terdapat dalil Al'Qur‘an atau dari
Rasulullah SAW (Hadits) sebagai landasan kebijakannya. BPKD
dengan wewenangnya yang tertuang dalam Undang-Undang
sebagaimana disinggung di atas adalah wajib menciptakan
kemaslahatan ~masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan
pengamatan penulis, BPKD Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu
belum secara maksimal menjalankan tugas dan kewenangannya,
khususnya, terkait dengan pengelolaan asset daerah yang
terbengkalai berupa mess Pemda Provinsi Bengkulu. Sebagai OPD,
BPKD tidak sedang mengatur permasalahan pengelolaan asset
daerah yang terbengkalai dengan memperhatikan keseimbangan.
Dan juga belum maksimal mengawasi asset daerah yang
terbengkalai.
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Kata Kunci : Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Badan
Pengelolaan Keuangan, Daerah Provinsi
Bengkulu, Tokoh Masyarakat, Sekretaris Daerah
Provinsi Bengkulu



ABSTRACT
Optimizing the Role of the Bengkulu Provincial Government in
Regional Assets (Case Study of Bengkulu Provincial Government

Mess from the Perspective of Siyasah Dusturiyyah). Arya Werdana
NIM. 1611150037

Optimizing the Role of the Bengkulu Provincial Government for
the neglected assets of the Bengkulu Province regional government
mess, in carrying out its role the Bengkulu Provincial Government
through the Regional Financial Management Agency through the
asset section carries out several stages of completion of the
neglected local government assets, namely: Procurement of
regional assets/goods, receipts , storage and distribution,
utilization of regional property, Borrowing and Use, Cooperation in
utilization, building for handover and construction of handover,
Security and maintenance of regional property, elimination of
regional property, transfer of regional property, Guidance,
Supervision and Control of Regional Property, Claims for
compensation. In this study, the Bengkulu Province BPKD with all
its authorities is analogous to the sultah al-Tanfiziyah who is
authorized to make policies for the benefit of the community. In
addition to creating benefits, BPKD in asset management is
neglected and far from damage even though there is no evidence
from the Qur'an or from the Prophet Muhammad (Hadith) as the
basis of its policy. The BPKD with its authority contained in the
Law as mentioned above is obliged to create the benefit of the
community in a broad sense. Based on the author's observations,
the Bengkulu Provincial Government BPKD has not maximally
carried out its duties and authorities, in particular, related to the
management of neglected regional assets in the form of the
Bengkulu Provincial Government mess. As an OPD, the BPKD is
not regulating the problems of managing neglected regional assets
by paying attention to balance. And also not optimally overseeing
neglected regional assets.

Keywords: Bengkulu Provincial Government, Financial
Management Agency, Bengkulu Province Region, Community

Leaders, Bengkulu Province Regional Secretary.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aset daerah merupakan suatu potensi ekonomi dan
merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena apabila aset
dikelola dengan baik maka dapat memberikan kontribusi bagi
Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat
menunjang peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai
pemberi pelayanan daerah kepada masyarakat.!

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah
tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi
juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah
dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani
dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi
pemerintah  daerah untuk melakukan pengembangan
kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan
semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena
sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau
pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring
waktu. Selain itu, Barang Milik Daerah pada umumnya akan
dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam
neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan
efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan
penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata
kelola (good governance) yang baik dalam unsur pemerintahan
tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik,
pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan
baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang
milik daerah hingga penatausahaan barang milik daerah itu
sendiri.

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi dan
kekayaan sumber daya yang beragam. Tentunya, sumber daya

1 Doli D. Siregar, Pengelolaan Aset, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama,
2004), h. 518



yang beragam harus dikelola secara optimal agar dapat
dirasakan oleh setiap individu yang berada di daerah tersebut.
Oleh karena itu, otonomi daerah merupakan suatu keniscayaan
yang tidak dapat dibendung dan sudah menjadi kebutuhan
demokratisasi. Otonomi daerah menjadi nafas baru bagi daerah
untuk mengelola potensi masing-masing daerah.

Pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara menyiratkan bahwa keuangan negara tidak
hanya mencakup hal dan kewajiban negara yang dapat dinilai
secara langsung dengan uang, tetapi juga mencakup segala
sesuatu berupa barang yang dapat dijadikan barang milik
negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut. Jika ditarik pada level yang lebih rendah ke daerah,
maka kandungan Pasal 1 UU No. 17 tahun 2003 ini dapat
dimaknai bahwa keuangan daerah juga mencakup hak dan
kewajiban terkait dengan barang milik daerah. Lebih lanjut, UU
No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan
secara eksplisit bahwa reformasi bidang keuangan Negara atau
daerah mencakup reformasi dalam pengelolaan barang milik
negara/daerah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa
barang milik daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keuangan daerah, dan oleh karenanya diperlukan payung
hukum yang mengatur pengelolaan barang milik daerah.
Dalam hal ini, Peraturan Daerah (Perda) beserta peraturan
pelaksanaannya merupakan payung hukum yang dimaksud.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah
merupakan rangkaian kegiiatan dan tindakan terhadap Barang
Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Di dalam UU Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan
merupakan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang
dipisahkan, yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Sehubungan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 74 ayat (3), Menteri Dalam Negeri
menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
serta pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri menerbitkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam peraturan
Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud barang milik daerah
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD, dan atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.2

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus
dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang
handal dalam laporan keuangan di daerah. Pengelolaan aset
tetap dacrah mcrupakan upaya meningkatkan efisiensi,
efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola
asset. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik
agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah
daerah untuk melakukan pengembangan kemampuannya. Aset
jika tidak dikelola dengan scmestinya, aset tersebut justru
menjadi beban karena sebagian dari aset tersebut
membutuhkan pcrawatan/pemeliharaan dan juga turun
nilainya seiring waktu.

Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan
informasi dalam penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari
kelengkapan dokumen yang menjadi dasar atau sumber dalam
pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan yang baik
terhadap barang milik daerah merupakan salah satu dasar
masalah yang sering terjadi dalam laporan keuangan atas
pemeriksaan Badan Pcmeriksa Keuangan (BPK) karena
kurangnya intormasi yang dihasilkan dan kcsalahan dalam
penyajian laporan perlanggung jawaban, untuk itu pemerintah

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Milik Daerah, pasal 81.



mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 atas
perubahan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah dan Pendoman.
Teknis pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah dan
Pendoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah berupa
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
(Permendagri no. 17 Tahun 2007).

Pada setiap kantor pemerintahan memiliki begitu banyak
aset tetap (BMD) yang harus dikelola dengan baik agar aset-aset
tersebut menjadi berguna dan terjaga  kondisinya.
Terealisasinya pengelolaan aset tetap (BMD) secara baik akan
memberi kontribusi yang berarti terhadap kelancaran kegiatan
suatu organisasi/instansi pemerintah untuk mencapai tujuan
dari organisasi tersebut.

Arahnya dari langkah-langkah penertiban Barang Milik
Negara/Daerah/(inventarisasi dan penilaian) tersebut adalah
bagaimana pengelolaan aset Negara di setiap penggunaan
barang menjadi lebih akuntabel dan trasparan, sehingga aset
tetap (BMD) mampu dioptimalkan penggunaan dan
pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada
masyarakat/ stake-holder.

Figh Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara
spesifik ~membahas tentang seluk beluk pengaturan
kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada
khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan
oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan
dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi
manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudaratan yang
mungkin timbul dala kehidupan bermasyarkat, berbangsa, dan
negara yang dijalani suatu Bangsa.3

Dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari pemerintahan
adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan
duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang
syah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah
timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya.
Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara

3A .Dijazuli. figih Siyasah, Prenada Media, Jakarta. 2000, h.42



yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakat

untuk untuk mencapai kebahagian yang hakiki untuk akhirat

kelak
Diperkuat dengan hasil observasi awal berupa
wawancara dengan pihak pengelola Mess Pemda bapak

Bambang, salah satu aset tetap yang ada di provinsi Bengkulu

adalah Mess Pemda Provinsi Bengkulu yang dibangun pada

tahun 2014 sampai dengan sekarang masih terbengkalai dan
tidak dipergunakan dengan baik sesuai dengan tujuan
pembangunan aset daerah saat itu, dan setelah dilakukan

penghitungan Pemerintah Provinsi Bengkulu merugi sebesar 8

miliar karena pada saat pembangunan Mess Pemda Provinsi

Bengkulu pemerintah sudah mengeluarkan dana sebesar 60

miliar dan setelah dilakukan penghitungan nilai atas asset

hasilnya hanya sebesar 52 miliar artinya pemda merugi dalam
pembangunan Mess Pemda provinsi Bengkulu ditambah
dengan terbengkalainya Mess Pemda tersebut sampai dengan
sekarang, Mess Pemda belum pernah beroperasi dari pertama

di selesaikan dibangun pada tahun 2014, menurut beliau Mess

Pemda yang sekarang sudah mendapatkan pembugaran

kembali sampai saat ini belum di pergunakan sebagai

mestinya, dan sekarang untuk Mess Pemda sedang di kaji ulang
pemanfaatannya yang akan di Kelola oleh pihak ke-3 atau
swasta, tapi menurut bapak Bambang hal tersebut masih dalam
kajian belum keputusan final. Berdasarkan masalah diatas maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu

Terhadap Aset Daerah (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi

Bengkulu Perspektif Siyasah dusturiyyah”).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas, Fungsi Pemerintah Daerah
Provinsi Bengkulu terhadap asset Daerah mess pemda
Provinsi Bengkulu yang terbengkalai?

2. Bagaimana Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu terhadap mess Pemda yang terbengkalai dari
perspektif siyasah dusturiyyah?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan,

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Bagaimana tanggung jawab Hukum Pemerintah
Daerah Provinsi Bengkulu terhadap asset Daerah mess pemda
provinsi bengkulu yang terbengkalai

2. Untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah
Provinsi Bengkulu terhadap mess Pemda yang terbangkalai
dari Prespektif siyasah dusturiyyah.

D.Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan

memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan
dapat menjadi acuan untuk perbaikan dalam pengelolaan
asset pemerintah khususnya aset tidak bergerak seperti
bangunan.

2. Kegunaan praktis

a.

Kegunaan bagi akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat
menjadi dokumen dan arsip akademik yang akan berguna
untuk dijadikan sebagai bahan acuan bagi civitas
akademika.

Kegunaan bagi masyarakat

1) Hendaknya penelitian ini dijadikan sebagai contoh yang
baik dalam wusaha bersama menjaga aset milik
pemerintah.

2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi
wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang
lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum
Pemerintah Daerah dalam menjaga aset aset daerah.

c. Kegunaan bagi pemerintah

1) Bagi pemerintah provinsi Bengkulu semoga dengan
adanya penelitian mengenai pengelolaan dan
pemanfaatan aset daerah semakin baik dan tidak ada
aset daerah yang terbengkalai setelah selesai
pembangunan.



2) Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai
acuan bagi pemerintah provinsi Bengkulu untuk
memperbaiki  kinerja dalam  pengelolaan  aset
pemerintah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi
bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya dan dijadikan
penelitian terdahulu yang relevan.
E. Penelitian Terdahulu
Berdasarkan hasil penelusuran penulis, maka dapat
ditemukan bahwa telah ada penelitian terdahulu seperti:

1. Skripsi Safri Juliadi pada tahun 2014 dengan judul
“Implementasi Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada
Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan
Singingi)”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat
diperoleh hasil bahwa Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Kantor
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi
“belum berjalan secara optimal”. Kemudian terdapat
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Aset
Tetap (Barang Milik Daerah) dan terdapat pula upaya-upaya
yang dilakukan dalam meningkatkan Pengelolaan Aset Tetap
(Barang Milik Daerah). Perbedaan dengan penelitian yang
dilakukan penulis adalah penulis hanya berfokus pada aset
bangunan yang terbengkalai. Persamaan terletak pada objek
penelitian yaitu asset pemerintah yang terbengkalai.

c. Tesis Virna Museliza, pada tahun 2016 dengan judul “Analisis
Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap pada BPKAD Kota
Pekanbaru”.Hasil penelitian Analisis Pelaksanaan
Penatausahaan Aset Tetap pada BPKAD Kota Pekanbaru”
sudah terlaksana dengan baik”. Tetapi inventarisasi belum
terlaksana  dengan  baik  karena  tidak  adanya
pembuktiankertas kerja pada setiap aset. Perbedaan dengan
penelitian yang penulis lakukan terletak pada tangung jawab
hukum asset yang terbengkalai, Persamaan dengan penelitian
yang dilakukan adalah penelitian dilakukan dengan objek
yang sama yaitu asset tetap.



d. Jurnal Amerieska, S., Setiati, F., dan Mulyo, I. pada tahun 2018
dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi
Efektivitas Pengelolahan Barang Milik Daerah”, Jurnal ini
membahas tentang Penelitian ini  bertujuan  untuk
menganalisa faktor-faktor = pengelolaan barang  milik
Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode deskriptif kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan
yaitu analisis faktor. Berdasarkan hasil uji analisa data
maka didapatkan bahwa pengujian terhadap 33 faktor yang
dalam pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Daerah.
Sampel menggunakan 50 responden, teknik analisis data
menggunakan analisis faktor dalam data penelitian ini
dikelompokkan menjadi 6 (enam) faktor yaitu :Perencanaan
dan Pengadaan BMD (20,71%), Penggunaan dan
Pemanfaatan (18,12%), Pengamanan dan Pemeliharaan
(10,05%), Penghapusan (6,29%), Penatausahaan BMD (5,00%)
dan Pengawasan dan Pengendalian (4,89%). Hasil dari
penelitian ini menunjukkan dari keenam factor tersebut factor
yang paling dominan adalah factor perencanaan-pengadaan
BMD dan penggunaan-pemanfaatan BMD. Hal ini
dikarenakan perencanaan sangat penting dilakukan guna
menunjang proses pengendalian dan pengawasan. Sementara
penggunaan dan pemanfaatan dapat dikatakan efektif
apabila ditunjang pula dengan penatausahaan yang baik
dan pemeliharaan yang berkala.

Tabel. 1.1
Ringkasan Table Penelitian Terdahulu
Nama
No. Peneliti/Judul Persamaan Perbedaan
Penelitian
1. | Safri Juliadi (2014) | Persamaan  terletak | Perbedaan
“Implementasi pada objek penelitian | dengan
Pengelolaan  Aset | yaitu asset | penelitian yang
Tetap (Barang Milik | pemerintah yang | dilakukan
Daerah) pada | terbengkalai penulis  adalah
Kantor Dinas Sosial penulis  hanya
dan Tenaga Kerja berfokus pada
Kabupaten Kuantan asset bangunan




Singingi)” yang
terbengkalai.
Virna  Museliza, | Persamaan  dengan | Perbedaan
SE, MSi (2016) | penelitian yang | dengan
“Analisis dilakukan adalah | penelitian yang
Pelaksanaan penelitian dilakukan | penulis lakukan
Penatausahaan Aset | dengan objek yang | terletak pada
Tetap pada BPKAD | sama yaitu asset tetap | tangung  jawab
Kota Pekanbaru” hukum asset
yang
terbengkalai
Jurnal Jurnal | Persamaan  dengan | Perbedaan
[lmiah Bisnis Dan | peneliti ialah sama- | dengan peneliti
Ekonomi Asia, | sama membahas | terdahulu ialah
Amerieska, S., | tentang asset | lebih membahas
Setiati, F., dan | pemerintah daerah kearah
Mulyo, 1. pada bagaimana
tahun 2018 bentuk
demgan judul pertanggung
“Analisis  Faktor- jawaban hukum
faktor yang terhadap  asset
mempengaruhi daerah yang
Efektivitas terbengkalai.
Pengelolahan
Barang Milik
Daerah”,

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis
penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian
langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan
kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu
prosedur penelitian yang mengasilkan data deskriptif




berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.* Semua
data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan
bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait
dengan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah
Provinsi Bengkulu Terhadap Asset Daerah Mess Pemda
Provinsi Bengkulu yang Terbengkalai Perspektif Siyasah
dusturiyyah.

b. Pendekatan Penelitian
Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang
digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:’
1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
2) Pendekatan Historis (Historical Approach)
3) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)
4) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis
dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas
adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach).
Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan
Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum)
permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-
Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian
antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau
antaga Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang
lain.

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan
yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan
perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu
hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah
pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan
terhadap  peraturan-peraturan yang berhubungan dengan
tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan
dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4 Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2008), h 1

5 Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum”,... h 133

¢ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ... h 24
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2. Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan
akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Kota
Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi
penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal, tindakan
yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu
mengenai asset mes Pemda yang telah terbengkalai kurang
maksimal dalam menjalankannya. Karena inilah penulis
mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.
3. Subjek/Informan Penelitian
Informan adalah orang yang memberikan informasi
tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan
diteliti.” Pemilihan informan dalam penelitian ini
menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan
informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan
kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak
dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan
peneliti wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Informan
No Instansi Keterangan
1 | Pemerintah Daerah | Bagian Perencanaan
Provinsi Bengkulu
2 | Badan Pengelolaan 1. Kepala Bagian
Keuangan Daerah Provinsi Barang Milik Daerah
Bengkulu 2. Kasubbid
Inventarisasi
Pengawasan dan
Pelaporan
3 | Tokoh Masyarakat Menurut padangan
warga sekitar tentang
Mess Pemda yang
sudah lama terbengkalai
4 | Skretaris Daerah Wawancara Hamka
Sabri

7 Lexy ] Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya,
cet: XVII, 2002), h 90



5 | BPK Provinsi Kasubbag Keuangan

6 | DPMPTSP Kasubbag
Umumé&Perlengkapan
Daerah

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
a. Sumber Data
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan
menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-
bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.?
Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum
terdiri atas:
1) Data Primer
Data primer adalah data yang diambil dari
sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara
terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal
ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan
pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis.
Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara
yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan
data serta informasi yang jelas dan akurat tentang
tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi
Bengkulu mengenai asset mes Pemda yang telah
terbengkalai.
2) Data Sekunder
Bahan hukum sekunder yang utama adalah Peraturan
Perundang-Undang dan buku teks karena berisi mengenai
prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan
para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.9 Dalam
penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:
(1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
(2) Jurnal ilmiah.
(3) Artikel ilmiah

8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (rev.ed.), (Jakarata: Prenadamedia
Group, 2005), h. 181
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (rev.ed)..., h. 182
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3) rData Tersie

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder, yaitu:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan
yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam  Penelitian ini menggunakan  teknik

pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan

dokumrntasi.
1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data
dalam  penelitan di mana peneliti dengan
mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek
penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk
memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak
diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik
tanya jawab secara langsung mengenai masalah
tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi
Bengkulu mengenai asset mes Pemda yang telah
terbengkalai, (intervewer) yang memberikan pertanyaan
dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi
jawaban atas pertanyaan itu.l? Peneliti dengan informan
yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman
yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat
pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-
pertanyaan dan tersusun dalam interview guide.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu kabid
asset, tokoh masyarakat, sekretaris daerah, BPK
provinsi, DPMPTSP. mereka yang diperkirakan mampu
memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian
ini.

3) Dokumentasi

10 Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka

Cipta, 2008), h 127



Dokumen berupa studi kepustakaan yakni
mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat
data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-
buku, jurnal{jurnal dan dokumen yang berisikan
peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari
para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang
dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini tentang
tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi
Bengkulu mengenai asset mes Pemda yang telah
terbengkalai.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam
bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan
terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk
memperoleh suatu kesimpulan.’> Analisis data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif
dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara
deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum
kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus
sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini.

G.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini
penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang
meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB 1. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang,
Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan
Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori,
Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini
merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar
yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Pemerintahan Daerah,
Konsep Tanggung Jawab Hukum, Teori Manajemen Aset, Teori
Siyasah Dusturiyah

I Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2016), h 184

12 Djam’an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,
Cetakan ke-7, 2017), h 97
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BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum
Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan
dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara
sistem matis tentang bagaimana tanggung jawab hukum
pemerintah daerah Provinsi Bengkulu terhadap asset daerah
Mess Pemda Provinsi Bengkulu yang terbengkalai, bagaimana
tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap
Mess Pemda yang terbengkalai dari perspektif hukum positif
dan siyasah dusturiyyah.

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan
Saran.



BAB II

KAJIAN TEORI
A.Teori Pembangunan Daerah

Indonesia adalah negara berkembang dalam pelaksanaan
pembangunan merupakan suatu upaya meningkatkan segenap
sumber daya yang dilakukan secara berencana dan
berkelanjutan dengan pinsip daya guna yang merata dan
berkeadilan, dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa
pembangunan beriorentasi pada pembangunan
masyarakat,dimana pendidikan menempati posisi yang utama
dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga
akan arah dan cita-cita yang lebih baik.13

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan
ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change)
dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri
atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun
reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih
dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur
bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru
berkembang.14

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan
ekonomi Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan
pembangunan, bilapertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut
cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah
produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap
tahunnya.!®

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada
umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan
sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi
pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan
bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi
kegairahan usaha yang bersifat produktif. dan efisien yang lebih

13 Subandi, Ekonomi Pembangunan, CetakanKesatu, (Alfabeta, Bandung,
2011), h. 13

14Subandi, Ekonomi Pembangunan... h. 9

BHarun, Rochajat dan Ardianto, Elvinaro, Komunikasi Pembangunan
dan Perubahan Sosial,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 3

16
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penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan
masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya
energi.

Adanya pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan
pendapatan  nasional, sekaligus menjamin pembagian
pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa
keadilan dan mewujudkan asas keadilan sosial. Pembangunan
daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan
masyarakatnya mengelola sumberdaya sumberdaya yang ada
dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah
dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru
dan merangsang perkembangan ekonomi (pertumbuhan
ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu peroses, yaitu
suatu peroses yang mencakup pembentukan institusi-institusi
baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan
kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk
dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu
pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan
utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja
untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan
tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara
bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.Oleh
karena  itu, pemerintah daerah (beserta  partisipasi
masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang
ada harus mampu mentaksir potensi setiap sumberdaya yang
diperlukan untuk menanam dan membangun prekonomian
daerah.1®

Menurut Todaro pembangunan suatu daerah harus
mencakup tiga inti nilai, yaitu:1”

a. Ketahanan (sustenance)
Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok
(sandang,pangan, papan, kesehatan dan proteksi)

16 Arsyad, Lincolin, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: UPP STIE

YKPN, 2010),h. 20

7Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C,Pembangunan Ekonomi di Dunia

Ketiga. Edisi kedelapan.Jilid 2.(Jakarta: Erlangga, 2003)h. 48



b. Harga Diri (Self Esteem)

Pembangunan haruslah memanusiakan. Dalam arti
luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan
kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.

c. Kebebasan

Kebebasan bagi individu suatu Negara untuk berpikir,
berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi
dalam pembangunan.

B. Konsep Tanggung Jawab Hukum
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala
sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut,dipersalahkan,
dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab
adalah  suatu keseharusan bagi seseorang untuk
melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.!®
Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas
konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang
berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu
perbuatan.!?

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban
dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko.
Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas
dasar kesalahan (lilability without based on fault) dan
pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability
without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau
tanggung jawab mutlak (strick liability). Prinsip dasar
pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti
bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia
melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.
Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa
konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan
produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai
risiko usahanya.?

18 Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Ghalia Indonesia, 2005), h. 65

19 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Rineka Cipta,
Jakarta, 2010), h. 72

20 Ibid. hlm. 49
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Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung
jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability)
dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:?!

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat
harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa
sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa
apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan
kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability),
didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang
berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah
bercampur baur (interminglend).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar
hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability),
didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja
maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan
kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang
timbul akibat perbuatannya.

C. Teori Manajemen Aset
1. Pengertian Aset

Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum
disebut benda, yangterdiri dari benda tidak bergerak dan
benda bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang
tidak berwujud. Aset tetap adalah aset berwujud yang
dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan
barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau
untuk tujuan administrative, dan diharapkan untuk
digunakan selama lebih dari satu periode.??

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Aset adalah
sumber daya ekonomi yang dikuasaidan/atau dimiliki oleh

21 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya
Bakti, 2010, him.

503.

22Doli D. Siregar, Pengelolaan Aset, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama,
2004), h, 56.



pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Defenisi asset atau aset (dengan satu s) yang telah di
indonesiakan secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu
barang (anything) yang mempunyai :
a. Nilai ekonomi ( economi value),
b. Nilai komersia (comercial value) atau,
c. Nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh instansi,
organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan).
2. Pengertian Aset Tetap
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan
atau dimiiiki oleh pemerintah scbagai akibat dari pcristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan social dimasa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang.
tcrmasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk
penycdiaan jasa bagi masyakat umum dan sumber-sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan hudaya.?
Adapun menurut (PSAK 16 Aset Tetap), aset tetap
adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap
pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam
operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali
dalam rangka kegiatan perusahaan dalam mempunyai
manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi aset tetap
merupakan salah satu pos di neraca selain aset lancar, aset tak
berwujud, aset bersejarah dan aset lainnya.?*
3. Klasifikasi Asset Tetap

23 Tim Penulis PKKOD-LAN, Manajemen Aset Daerah, (Jakarta; PKKOD-
LAN, 2008), h, 411

24 Mursyidi, Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, (Bandung; PT. Remaja
Rosda Karya, 2009), h, 52
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Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan

dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:?>

a.

Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah
tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap
dipakai. Tanah merupakan asset pemerintah yang sangat
vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat.
Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan

kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam
kondisi siap pakai.

. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung
dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan opersional pemerintah dan dalam
kondisi siap dipakai.

. Ciri-ciri Aset Tetap

Berdasarkan defenisi diatas terdapat beberapa ciri-ciri

aset tetap terkait aset tetap, yaitu:26

a.
b.

C.

®

Digunakan dalam kegiatan norma perusahaan
Dapat digunakan secara berulang-ulang
Umurnya relatif panjang, lebih dari satu tahun atau siklus
operasi normal perusahaan
. Nilainya cukup besar atau material
Merupakan aset berwujud
Mempunyai tujuan penggunaan khusus, seperti produksi
atau penggunaan barang jasa untuk direntalkan atau
tujuan administrative

% Jusmin, Tesis Magister, Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat

Optimalitas Aset Tetap (Tanah Dan Bangunan) Pemerintah Kota Baubau, (Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013), h, 63.

26 Muchtar Hidayat, Manajemen Aset (Privat dan Publik), (Yogyakarta;

LaksBang Pressindo, 2011), h. 7



g. Termasuk aset tidak lancar, karena diharapkan akan
digunakan untuk lebih daril (satu) periode akuntansi.
5. Pengelolaan Aset
a. Pengelolaan asset (Barang Milik Daerah)

Berdasarkan pasal 48 ayat (2) dan penjelasan atas
pasal 49 ayat (6) UUNo. 1 Tahun 2004, ruang lingkup
pengaturan pengelolaan barang milik daerah dalam
Peraturan Pemerintah meliputi penjualan barang melalui
pelelangan dan pengecualian, perencanaan kebutuhan, tata
cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan,
penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindah
tanganan. Rumusan tersebut merupakan siklus minimal
atas seluruh mata rantai siklus pengelolaan barang milik
negara/daerah.

Pengelolaan aset negara/daerah dalam pengertian
yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) PP No.
06 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administrative semata,
tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara,
dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan
menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset. Oleh
karena itu, lingkup pengelolaan aset negara/daerah
mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan,  penilaian, penghapusan,  pemindah
tanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik
yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan
perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan
dalam konteks yang lebih luas.?”

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian
dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah
disini adalah barang berwujud, yakni semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan
belanja daerah dan berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

D.Teori Siyasah Dusturiyah

2Doli D. Siregar, Pengelolaan Aset, h, 78.
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a. Pengertian siyasah dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari figh
siyasah yang membahas masalah perundang-undang
Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep
konssitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah
lahirnya peundang-undang dalam satu Negara), legislasi
(bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga
demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam
perunang-undang tersebut. Disamping itu, kajian ini juga
membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan
hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara
serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.?8

Secara bahasa siyasah berasal dari kata 4slws— (g
o) sasa, yasusu, siyasatan ) yang berarti mengatur, mengurus
dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan
kebijaksanaan. =~ Pengertian  secara  kebahasaan  ini
mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan
membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis
untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab
Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan
perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara
ketertiban dan kemaslahatan. 2

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia
dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki
otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam
perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk
menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama),
zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam
bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya
menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah
berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan
kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah
negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang
tertulis (konstitusi).

28 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam,

(Jakarta:prenadamedia Group, 2014),h. 177-

2 Ibid, h.3-4



Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah
suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar
sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata
aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai
syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-
undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-
masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam
dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-
Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak,
ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian,
siyasah dusturiyah adalah bagian figh siyasah yang
membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan
dengan nilai-nilai syariat.3

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah
hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di
pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di
dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah
dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan
dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal
kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip
agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta
memenuhi kebutuhannya.

b. Ruang Lingkup Siyasah

Dusturiyah Siyasah dusturiyah mencakup bidang
kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan
persoalan tersebut, dan persoalan siayasah dusturiyah
umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil
kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, maqosidusy
syar“iyyah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur
masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun
perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut
menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat.
Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan
situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para
ulama, meskipun tidak seluruhnya.3!

30 Ibid, h. 154
31 A. Djazuli, Figh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam
Rambu-rambu Syari“ah, (Jakarta: Kencana, 2013 ), h.47
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Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah adalah:

1. Al-sulthah al- tasyri’iyah

Al-sulthah _ al-tasyri’iyah  merupakan kekuasaan
legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam
membuat dan menetapkan hukum. istilah al-sulthah al-
tasyri’iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu
kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam
mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan
ahlul halli wa al-aqdi, Hubungan muslimin dan non muslim
dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan
perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta
peraturan daerah. Unsur-unsur dalam al-sulthah al-
tasyri’iyah adalah:

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk
menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam
masyarakat Islam.

b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.

c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai
dasar syari’at Islam.

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang
Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah
terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua,
melakukan  penalaran  kreatif  (ijjtthad) terhadap
permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash.
Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum
dengan jalan giyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat
atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang
timbul dan menyesusaikannya dengan ketentuan yang
terdapat dalam nash. Ijtthad mereka juga perlu
mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat,
agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai
dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan
mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif
yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang
tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan.
Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif
apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan




harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan
menggantinya dengan peraturan perundang-undangan
yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens
meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang
sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus
berkembang.32

Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga
legislatif =~ berhak  mengadakan pengawasan  dan
mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa
dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan
negara kepada kepala negara selaku pelaksana
pemerintahan.

. Al-sulthah al-tanfidziyyah

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan
eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai’ah, wizarah,
dan waliy al-ahdi. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif
dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan
dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam
ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut
sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan
kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak
roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan
kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-
undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila
dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi
kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah,
umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau
pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga
eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta
menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas al-sulthah al-tanfidziyyah adalah melaksanakan
undang-undang. Negara memiliki kewewenangan untuk
menjabarkan  dan  mengaktualisasikan  perundang-
undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini
negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan

32 Ibid,.h.4
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dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut
dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).

. Al-sulthah al-gadha "iyyah

Al-sulthah al-qadha "iyyah merupakan kekuasaan
yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan
wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-
perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan
juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang
berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan
yang menentukan sah tidaknya undangundang untuk
diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok
materi konstitusi suatu negara.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk
menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya
keadilan serta tujuan menguatkan negara dan
menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta
menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat
manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari’at Islam
bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam
penerapan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk
penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-
hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga
harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut,
sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu
perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara
tersebut.

Tugas al-sulthah _al-qadha’iyyah  adalah untuk
mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang
telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam,
kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah
(lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara
pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan
dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang
memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik
perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazalim
(lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara
penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan
tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang




merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak
rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak
rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan
pemerintah dan peraturan perundang-undangan.3
c. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah
1. Al-Qur’an
Al-Qur’an adalah sumber pokok aturan agama islam
yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum.
Al-Qur“an merupakan kalam Allah yang berisi firman-
firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya.
Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-
teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus
mengakuinya  sebagai  pondasi  segala = macam
superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak
mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya
sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-
hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami
kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan
zaman terus berjalan.34
2. Sunnah Sunnah
Secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan
yang membudaya atau suatu norma perilaku yang
diterima secara komunal oleh masyarakat yang
meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku
Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh
beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya
tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak
zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang
meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang
berkesinambungan. %
3. Ijma’
Dalam hukum Islam, ijma’ merupakan suatu
keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang

33 Ibid.h.161-164

3 Ridwan HR, Figh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan,
(Yogyakarta: FH UII Press, 2007), cet. ke-1, h.273.

35 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah
Tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet ke—1, h.51
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baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah.
Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama,
mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di
dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang
tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta
musyawarah, maka ijma’ tersebut dinyatakan batal.

. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk
memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan
legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara
menetapkansatu kaitan positif atau negatif antara bentuk
perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya
dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya
dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada
berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas
biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist

yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum vyang
dihadapi.

. Adat kebiasaan

Duatu bangsa yang tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits. Adat kebiasaan
semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan
konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat
menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan
adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus
diperhatikan.



BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A.Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Bengkulu3¢
1. Tugas BPKD Provinsi Bengkulu
Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah

Provinsi Bengkulu.

1) penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

2) pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

3) penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman
dan standar teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan
aset daerah;

4) penyusunan KUA berkoordinasi dengan OPD yang
menangani perencanaan daerah;

5) penyusunan PPA berkoodinasi dengan OPD yang
menangani perencanaan daerah;

6) penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD berkoordinasi dengan Bappeda;

7) pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;

8) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

9) penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

10) pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat
daerah;

11) pengendalian pelaksanaan APBD;

12) pemberian  petunjuk  teknis pelaksanaan  sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

13) pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
APBD oleh bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan
lainnya yang telah ditunjuk;

14) pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD;

15) penyimpanan uang daerah;

36 https:/ /bpkd.bengkuluprov.go.id
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16) penetapan Surat Pengajuan Dana;

17) pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan
pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas
umum daerah;

18) penyiapan dan pelaksanaan pemberian pinjaman serta
pemberian jaminan atas pinjaman Pemerintah Daerah;

19) pengelolaan utang piutang daerah;

20) penagihan piutang daerah termasuk prasarana, sarana
dan utilitas umum;

21) pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

22) penyajian informasi keuangan, pendapatan dan aset
daerah;

23) penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah;

24) penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah;

25) pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional pada
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

206) fasilitasi pengembangan kerjasama keuangan;

27) penelitian pengembangan keuangan daerah;

28) pengelolaan aset daerah yang tidak dalam penggunaan
dan/ atau tidak tercatat dalam neraca OPD tertentu;

29) pengadaan, penatausahaan, penyimpanan,
pendistribusian dan penghapusan barang daerah yang
tidak diserahkan pada OPD tertentu;

30) penyusunan satuan biaya umum;

31) pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

32) pengoordinasian, = monitoring dan  pengendalian
pelayanan pajak dan pemungutan retribusi daerah;

33) pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi
pengajuan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha
Milik Daerah atau perusahaan berbadan hukum lainnya;

34) pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Badan;

35) pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan;

36) pengelolaan kearsipan, data dan informasi;

37) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan;



38) penyusunan Standar Operasional Prosedur Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

39) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan; dan

40) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh atasan.

41) Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum
Daerah.

2. Fungsi BPKD Provinsi Bengkulu

1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengeloaan keuangan
dan aset daerah

2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah

3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di bidang pengeloaan keuangan dan aset
daerah

4) Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Daerah

5) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan
dan asset daerah

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

. Visi dan Misi BPKD Provinsi Bengkulu®”

a. Visi BPKD Provinsi Bengkulu

Terwujudnya tata kelola keuangan dan aset yang baik,

professional, transparan dan akuntabel.

b. Misi BPKD Provinsi Bengkulu

1. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah

2. Mengembangkan peningkatan pengelolaan pendapatan

daerah

3. Mengoptimalkan pengelolaan asset daerah

4. Meningkatkan professional sumber daya manusia

57 https:/ /bpkd.bengkuluprov.go.id
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C. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Bengkulu38

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI BENGKULU
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BAB IV
PEMBAHASAN
A.Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu
terhadap asset Daerah mess pemda Provinsi Bengkulu yang
terbengkalai
1. Pengadaan Aset/Barang Milik Daerah
Pengadaan barang milik daerah tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, dimana didalamnya dijelaskan
bahwa pengadaan barang milik daerah adalah kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat
Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa
pengadaan barang milik daerah harus didasarkan atas
beberapa prinsip pengadaan, yaitu:
1) Efisien
Berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan
dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk
mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-
singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
1) Efektif
Berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan
kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan.
2) Transparan dan Terbuka
Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai
pengadaan  barang/jasa, termasuk syarat teknis
administrasi pengadaan, tatacara evaluasi, hasil evaluasi,
penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka
bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta
bagi masyarakat luas pada umumnya.
3) Bersaing
Berarti pengadaan Barang Milik Daerah harus
diadakan secara kompetitif agar tercapai spesifikasi
pengadaan yang berkompeten. Penyedia barang/jasa harus

36
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memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan
yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan
memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan
dan prosedur yang jelas dan transparan.
4) Adil/tidak diskriminatif
Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi
semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah
untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan
cara dan atau alasan apapun.
5) Akuntabel
Berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan
maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas
umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai
dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam
pengadaan barang/jasa.

Setiap OPD yang akan melakukan pengadaan barang
milik daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut,
karena itu merupakan peraturan dan ketetapan yang telah
diatur dan ditetapkan oleh perundang-undangan yang
berlaku dalam proses pengadaan barang milik daerah,
sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik
daerah bawah proses pengadaan harus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung prinsip-prinsip yang telah
dijelaskan sebelumnya, maka seluruh OPD vyang terlibat
dalam pengadaan barang milik daerah harus benar-benar
memahami isi dan kandungan dari prinsip-prinsip tersebut.

. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Penerimaan barang milik daerah dilakukan setelah
proses pengadaan diselesaikan sesuai dengan ketetapan yang
berlaku, namun sebelum itu harus dilakukan verifikasi barang
milik daerah terlebih dahulu. Menverifikasi barang,
maksudnya atau tujuannya adalah untuk mengecek
(memeriksa) ulang akan kebenaran dan kesesuaian dari
barang-barang pengadaan tersebut apakah sudah sesuai
dengan dokumen tertulis terhadap barang yang dimaksud
(Berita Acara Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Barang



Pengadaan/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/kontrak).3?
Ketelitian dari pengurus/penyimpan barang sangat
dibutuhkan dalam proses verifikasi ini, mereka harus melihat
barang milik daerah tersebut harus sesuai keadaa fisik dan
jumlahnya dan tidak boleh ada kesalahan untuk
memudahkan proses selanjutnya.

Proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran di
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu mengacu kepada
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2020
tentang Badan Usaha Milik Daerah, penerimaan barang
dilakukan setelah pengadaan barang milik daerah selesai
dilaksanakan, dan hasil pengadaan tersebut diterima oleh
pengurus  barang  yang  setelahnya  berkewajiban
melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik
daerah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusdi
Khair sebagai Kasub asset di BPKD mengatakan bahwa:40

Hasil pengadaan barang dari belanja langsung diterima
oleh  penyimpan/pengurus barang selanjutnya
disimpan  digudang untuk disalurkan sesuai
peruntukannya atas dasar perintah dari kuasa
pengguna barang. Sedang untuk pengadaan barang
dengan  kriteria dan nominal tertentu oleh
panitia/pejabat pengadaan diterima dan diverifikasi
oleh tim penerima hasil pengadaan yang kemudian
dibuatkan berita acara.

Berdasarkan wawancara diatas perlu digarisbawahi
bahwa setelah penerimaan barang hasil pengadaan, tim
penerima harus memverifikasi barang terlebih dahulu
kemudian dibuatkan berita acara penerimaan barang milik
daerah. Setelah penyimpanan, maka dilakukan penyaluran
barang sesuai kegunaan dan peruntukannya. Penyaluran
barang milik daerah dilakukan oleh pengurus barang yang
dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang
(SPPB) dari pengguna/kuasa pengguna dan harus disertai

% Oktavia Ester Pangaribuan dan Sumini, Pokok-Pokok Pengelolaan Barang
Milik Daerah. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, 2010, h 30
40 wawancara dengan Rusdi Khair sebagai Kasub asset di BPKD
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Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengguna/kuasa
pengguna wajib melaporkan sisa barang kepada pengelola
melalui pembantu pengelola asset.

. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan Barang milik daerah berbeda dengan
penggunaan barang milik daerah. Penggunaan barang Milik
Daerah memiliki ruang lingkup yang hanya sebatas untuk
kepentingan = OPD  yang  bersangkutan, sedangkan
pemanfaatan memiliki cakupan yang lebih luas diluar tugas
dan fungsi OPD. Pemerintah daerah memiliki banyak aset dan
barang sehingga seringkali tidak optimal dalam penggunaan
dan pemanfaatannya, maka dalam rangka meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dioptimalkan
pemanfaatan dari barang milik daerah tersebut.

Menurut PP Nomor 27 Tahun 2017 pemanfaatan
barang milik daerah adalah adalah pendayagunaan Barang
Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam bentuk
sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna
serah, dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status
kepemilikan.

Ada beberapa hal yang dapat kita garis bawahi dari
pengertian diatas, bahwa pemafaatan barang milik daerah
mencakup beberapa hal yaitu:

a. Pendayagunaan barang milik daerah;

b. Barang milik daerah yang dimanfaatkan tidak
dipergunakan untuk melaksanakan tupoksi OPD;

c. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah yaitu
sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna
serah, dan bangun serah guna;

d. Pemanfaatan barang milik daerah tidak boleh mengubah
status kepemilikan.

Pemanfaatan barang milik daerah tentunya memiliki
tujuan dalam pelaksanaannya, adapun tujuan dari
diadakannya pemanfaatan barang milik daerah antara lain:4!

41 Andy Prasetiawan dan Arvan, Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, 2010, h 6



a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik
daerah

b. Meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah

c. Mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) khususnya biaya pemeliharaan

d. Mencegah kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak
lain yang tidak bertanggung jawab

e. Membuka lapangan kerja

f. Meningkatkan pendapatan masyarakat

Pemanfaatan yang optimal tentunya akan memberikan
efek yang baik terhadap pemerintah daerah, selain dapat
meningkatkan PAD tentunya juga akan mengurangi APBD,
karena berkurangnya biaya pemeliharaan yang ditanggung
oleh OPD yang tidak menggunakan barang milik daerah
tersebut. Selain itu, barang milik daerah yang tidak terpakai
tentunya tidak akan memberikan manfaat dan hasil apa-apa
terhadap pemerintah daerah, maka perlu dimanfaatkan
dengan jalan yang lain. Bagi masyarakat juga akan
membuka peluang usaha dengan adanya pemanfaatan dari
pihak perusahaan misalnya, dan hal itu tentu akan
memberikan efek yang baik terhadap program pemerintah
dalam  pengentasan  kemiskinan dan = memberikan
kesejahteraan terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wawancara
dengan Rusdi Khair sebagai Kasub asset di BPKD
mengatakan bahwa:

Pelaksanaan Pemanfaatan aset daerah dilaksanakan

untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi OPD. Selain itu pemanfaatan juga tentunya akan
menambah PAD. Pemanfaatan dapat dilakukan oleh

BPKD sendiri atau pihak lain untuk mendukung

tupoksi OPD. Kegiatan pemanfaatan aset tersebut

meliputi: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan,
bangun guna serah dan bangun serah guna.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka berikut
adalah analisis peneliti mengenai pengelolaan barang milik
daerah di BPKD yang didukung beberapa regulasi.
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. Sewa
. Pinjam Pakai

. Bagun Serah Guna

a
b
c. Kerjasama Pemanfaatan
d
e

. Bangun Guna Serah

Dapat kita pahami bahwa optimalisasi pemanfaatan

aset/barang milik daerah selain meningkatkan pelayanan
terhadap masyarakat juga semua hasil dari optimalisasi
pemanfaatan aset/barang milik daerah tersebut akan kembali
kepada daerah yang disetorkan langsung ke kas daerah dan
dapat digunakan sebagai belanja daerah.

Berikut penjelasan dari bentuk-bentuk pemanfaatam

asset/barang milik daerah di BPKD:
a. Penyewa Aset

PP Nomor 27 Tahun 2017 menjelaskan bahwa
penyewaan aset merupakan penyerahan hak penggunaan/
pemakaian atas aset daerah kepada Pihak Ketiga dalam
hubungan sewa menyewa dengan ketentuan Pihak Ketiga
tersebut harus memberikan imbalan/sewa berupa uang
sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu
tertentu, baik secara berkala maupun sekaligus, disamping
itu Pemeritah Daerah dapat pula memungut restribusi

sesuai dengan peraturan daerah.

Penyewaan atas barang/aset milik daerah berupa
tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh
pengguna barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan dari Gubernur/Bupati/ Walikota. Penyewaan
atas barang/aset milik daerah atas tanah dan atau
bangunan yang sebagian masih digunakan oleh pengguna
barang, serta penyewaan atas barang/aset lainnya selain
tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh Pengguna
Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola
Barang.42

42 Modul 6, Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah. Diklat Teknis

Manajemen Aset Daerah. Departemen Dalam Negeri, 2007, h 7
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4. Pinjam Pakai

Pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan
barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut
berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.*3 Barang yang
diserahkan harus dalam keadaan baik dan jangka waktu
pinjam pakai barang tersebut paling lama 2 (dua) tahun dan
dapat diperpanjang.

. Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama Pemanfaatan barang milik daerah dalam PP
Nomor 27 Tahun 2017 merupakan perikatan antara
Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam kerja sama
pemanfaatan/pendayagunaan barang milik daerah oleh
pihak lain atas tanah dan/atau bangunan atau atas barang
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan, dimana Pihak
Ketiga menanamkan modal yang dimilikinya. Selanjutnya
kedua pihak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
ataupun bergantian mengelola manajemen dan proses
operasinya untuk jangka waktu tertentu dan keuntungan
dibagi sesuai dengan besarnya sharing masing-masing atau
berdasarkan yang telah disepakati kedua belah pihak
sebelumnya. Disamping itu Pihak Ketiga diharuskan
membayar kontribusi tetap setiap tahunnya.

. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Bangun Guna Serah (BGS) adalah adalah pemanfaatan
barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,
kemudian digunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya
diserahkan kembali tanah serta bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.4

Bangun Serah Guna (BSG) adalah adalah pemanfaatan
barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara

43 Sutaryo, Manajemen Aset Daerah, Ak-Jurusan Akutansi FE UNS, 2010,

4 Modul 6, Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah, Diklat Teknis

Manajemen Aset Daerah. Departemen Dalam Negeri, 2007, h 18
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mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,
dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada
Pemerintah  Daerah  kemudian Pemerintah  Daerah
menyerahkan kembali untuk didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.*>

. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pengamanan merupakan kegiatan berupa tindakan
pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam
bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
Pengendalian dalam bentuk fisik merupakan tindakan yang
harus dilakukan oleh pengurus barang milik daerah agar
secara fisik barang tersebut terjaga atau dalam keadaan aman
sehingga jumlah, kondisi, dan keberadaan barang tersebut
sesuai dengan yang tercatat dalam data administrasi.
Pengamanan sebagaimana tersebut di atas, dititik beratkan
pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif,
sehingga  barang  milik  daerah  tersebut  dapat
dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar
dari penyerobotan, pengambil alihan atau klaim dari pihak
lain.46

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang
dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam
keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna
dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang
inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa
merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun
kontruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan
barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit
pemakaian maupun dari segi keindahan.#”

. Pengapusan Barang Milik Daerah

PP Nomor 27 Tahun 2017 menyebutkan bahwa
Penghapusan merupakan tindakan menghapus Barang Milik

4 Modul 6, Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah, ...h 18
4 QOktavia Ester Pangaribuan dan Sumini, Modul Penggunaan,

Pengamanan dan Pemeliharaan BMD. Pusdiklat Kekayaan Negara dan
Perimbangan Keuangan, 2010, h 12

47 Oktavia Ester Pangaribuan dan Sumini, Modul Penggunaan,

Pengamanan, ...h 12



Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang
berada dalam penguasaannya. Pada prinsipnya semua barang
milik daerah dapat dihapuskan dengan beberapa
pertimbangan, diantaranya:

a. Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan

pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut:

1) Rusak berat, terkena bencana alam/force majeure.

2) Tidak dapat digunakan secara optimal (idle)

3) Terkena planologi kota.

4) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.

5) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan
memudahkan koordinasi.

6) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana
strategis Hankam.

Proses penghapusan barang di BPKD dilaksanakan
pada setiap tahunnya berdasarkan usulan yang dilakukan
oleh pihak pengguna barang, dalam hal ini wawancara
dengan Rusdi Khair sebagai Kasub asset di BPKD
menjelaskan bahwa:48

Ketentuan ketentuan terkait penghapusan aset antara

lain: rusak berat, idle, terkena planologi atau tata kota,

kebutuhan organisasi penyatuan lokasi, pertimbangan
dalam rangka rencana strategis hankam (untuk barang
tak bergerak). Sedang untuk barang bergerak dengan
alasan  pertimbangan  teknis, ekonomis dan
hilang/kerugian karena hal tertentu. Namun, di BPKD
sendiri kebanyakan barang yang dihapus merupakan
barang yang sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi
dan rata-rata dari barang tersebut merupakan
kendaraan roda enam atau dumptruck dan kendaraan
roda empat. Penghapusan dilaksanakan setiap tahun
berdasarkan usulan dari OPD (pengguna barang)

8 wawancara dengan Rusdi Khair sebagai Kasub asset di BPKD



dalam bentuk daftar usulan penghapusan barang milik
daerah, dan biasanya setiap tahun ada saja usulan dari
pengguna barang di OPD.

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita ketahui
bahwa penghapusan barang di BPKD rata-rata merupakan
barang yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi yang
disebabkan kerusakan parah dan tidak dapat diperbaiki lagi.

9. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah yang tidak dapat digunakan lagi
karena kerusakan dan sebagainya yang tidak dapat
mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus
dihapuskan dari daftar invetaris BMD. Penghapusannya
harus sesuai dengan ketentuan penghapusan yang telah
dijelaskan sebelumnya.

Namun, ada beberapa barang yang dihapuskan dari
daftar inventaris masih memiliki nilai ekonomis dan dapat
dipindahtangkan. Menurut PP Nomor 27 Tahun 2017
Pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan
sebagai tindak lanjut dari penghapusan.

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD apabila:

1. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau
penataan kota;

2. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
pengganti  sudah  disediakan  dalam  dokumen
penganggaran;

3. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;

. Diperuntukkan bagi kepentingan umum;

5. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau
berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika
status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara
ekonomis.

BPKD sangat jarang dalam melakukan pemidahtanganan
barang milik daerah, hal tersebut dikarenakan banyak barang
yang masuk daftar usulan penghapusan tidak ekonomis lagi dan

S



tidak bisa dilakukan pemindahtanganan terhadap barang milik
daerah yang ada di DPU tersebut. Hal ini sesuai dengan
pernyataan wawancara dengan Rusdi Khair sebagai Kasub asset
di BPKD yang menjelaskan bahwa:#°
Pemindahtanganan merupakan tindak lanjut dari
penghapusan yang meliputi: penjualan, tukar menukar,
hibah  atau  penyertaan @ modal. = Pelaksanaan
pemindahtanganan segera setelah penghapusan aset dari
daftar barang milik daerah. Namun, kita jarang
melakukan pemindahtanganan asset, soalnya kebanyakan
dari aset yang kita usulkan penghapusannya sudah tidak
memiliki nilai ekonomis lagi. Seperti yang kita usulkan
dalam daftar penghapusan barang milik daerah,
kebanyakan isinya adalah alat-alat berat seperti
dumptruck dan lain sebagainya yang tidak memiliki nilai
ekonomis lagi dan harus dihapuskan dari daftar barang
milik daerah.

Proses pelaksanaan pemindahtanganan pada dasarnya
merupakan wewenang dari BPKD, SKPD yang ada termasuk
juga Dinas PU hanya bisa mengusulkan saja, selanjutnya
proses verifikasi dan ketentuan lainnya ada di BPKD.
wawancara dengan Rusdi Khair sebagai Kasub asset di BPKD
menjelaskan bahwa:>0

Pemindahtanganan barang milik daerah merupakan

wewenanang kita, OPD yang ada hanya melakukan

pengusulan saja, setelah diusulkan maka kita akan
melakukan verifikasi dan menentukan apakah barang
yang diusulkan layak untuk dipindahtangankan.

BPKD dalam melakukan verifikasi pemindahtanganan
juga perlu mempertimbangkan segala halnya, sehingga tidak
terjadi masalah dalam proses pemindahtanganan tersebut.
Setelah diverifikasi oleh BPKD dan disetujui maka proses

49 WAWANCARA DENGAN RUSDI KHAIR SEBAGAI KASUB ASSET DI BPKD
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pemindahtanganan bisa dilaksanakan di OPD yang
mengusulkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan
diatas dapat kita ketahui bahwa proses pemindahtanganan di
OPD sudah sesui dengan aturan dan ketetapan yang berlaku,
namun OPD  jarang sekali  melakukan  usulan
pemindahtanganan aset sehingga tidak bisa kita ambil
kesimpulan baik buruknya proses pemnidahtangan barang
milik daerah di OPD tersebut.

10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik
Daerah

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian barang
milik daerah sangat penting dalam proses pengeloaan
barang/aset milik daerah, dalam rangka menjamin tertib
administrasi pengelolaan barang milik daerah. Selain itu,
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik
Daerah perlu dilaksanakan untuk menjamin kelancaran
penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara
berdayaguna dan berhasilguna.

Menurut PP Nomor 27 Tahun 2017 Pembinaan
merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman,
bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pengendalian
merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan
mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan
merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan
menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan
tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan.

11. Tuntutan Ganti Rugi

Barang/aset milik daerah merupakan sesuatu yang
harus dilindungi, diselamatkan dan diamankan oleh
pemerintah daerah, Dalam rangka pengamanan dan
penyelamatan terhadap barang milik daerah, perlu dilengkapi
dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi
terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa
pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang



berupa Tuntutan Ganti Rugi yang karena perbuatannya
merugikan daerah.

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dilakukan oleh
Kepala Daerah, yang dalam hal ini dibantu oleh Majelis
Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi. PP Nomor 27 Tahun 2017
telah mengatur mengenai Majelis Tuntutan Ganti rugi ini,
tugas Majelis Pertimbangan TGR adalah memberikan
pendapat dan pertimbangan apabila ada permasalahan yang
menyangkut kerugian daerah.

Mengenai tuntutan ganti rugi pengelolaan aset
wawancara dengan Rusdi Khair sebagai Kasub asset di BPKD
menjelaskan bahwa:5!

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian,
penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas
pengelolaan aset diselesaikan melalui tuntutan ganti
rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Tuntutan ganti rugi dilakukan setiap ada
kejadian yang merugikan Negara.

Dari semua proses manajemen aset yang dimulai dari
perencanaan sampai akhirnya pada tuntutan ganti rugi tentunya
ada kendala yang dihadapi. Menurut pihak dari BPKD kendala
yang dihadapi selama melakukan proses manajamen aset
sebagai pengelola adalah kurangnya pengetahuan SDM atau
pegawai mengenai aset. Hal tersebut yang bisa saja menjadikan
kesalahan dalam memberikan laporan mengenai aset. Padahal
untuk memberikan laporan aset butuh ketelitian dan
pemahaman yang jelas mengenai aset. Tidak hanya dalam
membuat laporan aset, namun dalam melakukan pengendalian
terhadap aset atau mengontrol Barang Milik Daerah di seluruh
OPD butuh ketelitan juga, agar tidak terjadi ke simpang siuran
antara laporan dengan realitas yang ada. Karena seperti kita
ketahui tugas pengelola yaitu BPKD, melihat hasil laporan
apakah sesuai dengan realitas yang ada atau tidak. Untuk itu
perlu SDM atau pegawai yang benar-benar memahami proses
pengelolaan aset.
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B.

Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu
terhadap mess Pemda yang terbengkalai dari perspektif
siyasah dusturiyyah.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa figh siyasah
dusturiyah berkaitan dengan hubungan antara pemimpin sebuah
Negara dan hubungan Negara dengan masyarakat dalam
rangka menciptakan kemaslahatan ummat.

Untuk keperluan terwujudnya kemaslahatan ummat
sebuah Negara membutuhkan pemimpin-pemimpin sekaligus
aturan-aturan ataudustur sebagai pedoman atau landasan dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam figh siyasah
dusturiyah aturan ihwal kenegaraan bahwa pemimpin dalam
berikhtiar (merumuskan undang-undang atau membuat
kebijakan) guna menciptakan kemaslahatan ummat senantiasa
dituntut harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan
prinsip-prinsip agama.

Keharusan ada kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama
tersebut didasarkan pada bahwa sesungguhnya fungsi dan
peran pemimpin (Negara) adalah sebagai perumus Undang-
Undang atau pembuat kebijakan untuk kemaslahatan
bermasyarakat. Sebagaimana kaidah figh sebagai berikut;

Aoebally by 2o )l e plo¥)

Artinya: Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya

dikaitkan dengan kemaslahatan®?

Kemaslahatan yang harus dijadikan pijakan oleh seorang
pemimpin dalam membuat kebijakan ialah maslahah
mu’tabarah atau maslahah mursalah. Sementara, maslahah
mulghah tidak boleh dijadikan pijakan karena kehadirannya
telah dikesampingkan oleh syari’. Kebijakan ini menyangkut
dua hal pokok.Yakni; menjaga keberadaan agama (sakral) dan
mengatur segala hal yang bersifat keduniaan (profan).5

Pemimpin dalam figh siyasah dusturiyah dapat disebut
dengan sulthah al-Tanfiziyah (pelaksana Undang-Undang) atau

52 https:/ /www .alkhoirot.org/2020/01/kebijakan-pemimpin-
berdasarkan.html#2
% Afifuddin Muhajir, Figh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem

Ketatanegaraan Islam, Yogyakarta:IRCiSoD,2017, h 92



bisa disebut pemerintah (eksekutif) dan ulil amri. Di samping

ada lembaga lainnya yang setara vyaitu; siyasah tasyri'yah

(legislatif) dan siyasah qada’iyyah (peradilan atau yudikatif).

Di samping kewajiban melaksanakan Undang-Undang,

Al Mawardi menyebut ada dua hak bagi Imam (Pemimpin/

Pelaksana Undang-Undang). Pertama, hak untuk ditaati dan

kedua, hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila mempelajari

sejarah ternyata ada hak lainnya lagi bagi Imam.Yaitu hak untuk
mendapat imbalan dari harta maal untuk keperluan hidupnya
dan keluarganya secara patut sesuai dengan kedudukannya
sebagai Imam.

Al-Mawardi mengemukakan perihal kewajiban seorang

Imam, sebagai berikut:5*

2. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan,
dan apa-apa yang telah disepakati oleh ulama salaf.

3. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang
bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga
keadilan terlaksana secara umum.

4. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat
dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan,
serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan
terhadap jiwanya atau hartanya.

5. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani
melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari
kebinasaan dan kerusakan.

6. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup agar
musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah
muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai
dengan muslim (mu’ahid).

7. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan
dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk
Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.

8. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan
syara’ atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
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9. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang
yang berhak menerimanya dari baitulmaal dengan wajar serta
membayarkannya pada waktunya.

10. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur
dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan
pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan
bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta
negara diurus oleh orang yang jujur.

11. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di
dalam membina umat dan menjaga agama.

Terkait dalam rangka menciptakan kemaslahatan umat,
Imam (pemerintah) di samping ada 3 hak di atas adalah
kewajiban yang harus ditunaikan lebih dahulu.

Dalam penelitian ini, BPKD Provinsi Bengkulu dengan
segala kewenangannya dianalogikan dengan sulthah al-Tanfiziyah
yang berwenang pelaksana demi kemaslahatan masyarakat. Di
samping menciptakan kemaslahatan, BPKD dalam pengelolaan
asset terbengkalai dan jauh dari kerusakan meskipun tidak
terdapat dalil Alquran atau dari Rasulullah SAW (Hadits)
sebagai landasan kebijakannya. BPKD dengan wewenangnya
yang tertuang dalam Undang-Undang sebagaimana disinggung
di atas adalah wajib menciptakan kemaslahatan masyarakat
dalam arti luas.

Berdasarkan pengamatan penulis, BPKD Pemerintah
daerah Provinsi Bengkulu belum secara maksimal menjalankan
tugas dan kewenangannya, khususnya, terkait dengan
pengelolaan asset daerah yang terbengkalai berupa Mess Pemda
Provinsi Bengkulu. Sebagai OPD, BPKD tidak sedang mengatur
permasalahan pengelolaan asset daerah yang terbengkalai
dengan memperhatikan keseimbangan. Dan juga belum
maksimal mengawasi asset daerah yang terbengkalai.

Berdasarkan data dilapangan BPKD belum secara
maksimal dalam menjalankan perannya dalam pengelolaan aset
yang terbengkalai yang mana dari pendirian sampai sekarang
aset Pemda yaitu Mess Pemda belum di operasikan dan terlihat
terbengkalai, padahal kalau dilihat di segi kualitas bangunan
yang bagus dan tempat yang strategis untuk di kelola.




Dengan demikian bilamana Pemerintahan Provinsi
Bengkulu, dalam hal ini BPKD seolah-olah membiarkan aset
Mess Pemda tersebut terbengkalai, Bahwa sebagai Imam/
Pemimpin adalah berkeharusan;

1. Menetapkan kemaslahatan yang meyakinkan. Artinya
kemaslahatan tersebut didasarkan kepada penelitian ilmiah
yang cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa ia
benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan, dan
menghindarkan kemudaratan.

2. Menetapkan kemaslahatanl yang dapat memberi manfaat
kepada sebagian besar, bukan sebagian kecil masyarakat.

3. Menetapkan kemaslahatanl yang memberikan kemudahan,
bukan mendatangkan kesulitan, dalam arti dapat
dilaksanakan.

Demikian pula berarti BPKD tidak mempertimbangkan
kebijakan politik dan kewenangannya yang strategis tentang tata
kelola Aset pemda yang terbengkalai, berlandaskan pada kaidah
maslahah mursalah. Padahal, landasan tersebut cukup
sederhana dan mudah dilakukan dalam perspektif agama (figh
dusturiyah) di satu segi. Sedangkan, di dalam peraturan
perundangan-undangan peran BPKD sudah diatur dalam
melakukan pengelolaan aset Pemda yang terbengkalai, apa yang
harus dilakukan dan solusi apa yang harus dicari.



BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan

1. Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu
terhadap asset Daerah mess pemda Provinsi Bengkulu yang
terbengkalai, dalam menjalankan perannya Pemerintah
Daerah Provinsi Bengkulu melalui Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah melakui bagian asset melakukan bebebrapa
tahapan penyelesaian terhadap asset pemda yang
terbengkalai yaitu: Pengadaan asset/barang milik daerah,
penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, pemanfaatan
barang milik daerah, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan,
bangun guna serah dan bangun serah guna, Pengamanan dan
pemeliharaan barang milik daerah, pengapusan barang milik
daerah, pemindahantanganan barang milik daerah,
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik
Daerah, Tuntutan Ganti Rugi. Dari semua proses manajemen
aset yang dimulai dari perencanaan sampai akhirnya pada
tuntutan ganti rugi tentunya ada kendala yang dihadapi.
Menurut pihak dari BPKD kendala yang dihadapi selama
melakukan proses manajamen aset sebagai pengelola adalah
kurangnya pengetahuan SDM atau pegawai mengenai aset.

2. Dalam penelitian ini, BPKD Provinsi Bengkulu dengan segala
kewenangannya dianalogikan dengan sulthah al-Tanfiziyah
yang berwenang membuat kebijakan demi kemaslahatan
masyarakat. Di samping menciptakan kemaslahatan, BPKD
dalam pengelolaan asset terbengkalai dan jauh dari kerusakan
meskipun tidak terdapat dalil Al'Qur‘an atau dari Rasulullah
SAW (Hadits) sebagai landasan kebijakannya. BPKD dengan
wewenangnya yang tertuang dalam Undang-Undang
sebagaimana disinggung di atas adalah wajib menciptakan
kemaslahatan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan
pengamatan penulis, BPKD Pemerintah daerah Provinsi
Bengkulu belum secara maksimal menjalankan tugas dan
kewenangannya, khususnya, terkait dengan pengelolaan asset
daerah yang terbengkalai berupa mess Pemda Provinsi
Bengkulu. Sebagai OPD, BPKD tidak sedang mengatur
permasalahan pengelolaan asset daerah yang terbengkalai
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dengan memperhatikan keseimbangan. Dan juga belum
maksimal mengawasi asset daerah yang terbengkalai.
B. Saran

1. untuk pemerintah daerah bagian asset seharusnya bisa
bekerja lebih baik lagi dikarenkan tugas, fungsi dan
wewenangnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-
undangan.

2. Untuk pemerintah daerah dalam kajian figh siyasah
dusturiyah dalam pembahasan mengenai pengelolaan asset
daerah yang terbengkalai seharusnya bisa menjadi landasan
untuk bekrja secara maksimal
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